BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian sangat terkait dengan perkawinan. Tiada percernian tanpa
perkawinan, meskipun tidak semua perkawinan berakhir dengan perceraian,
Dengan demikian keistilahan tersebut tidak bisa dipisahkan satu dengan
lainnya, meskipun keduanya dapat dibedakan secara eksplisit makna dan akibat
hukum yang ditimbulkannya.

Perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku pada setiap manusia,
binatang, tumbuh-tumbuhan dan makhluk Tuhan lamnya Bagi manusia
perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanifa sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah
tangga) vang bahagia, dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.'

Dari pengertian tersebut, maka perkawinan sangat erat hubungannya
dengan agama atau kepercayaan dan psikologis sescorang karenanya harus ada
ikatan lahir batin diantara keduanya Juga menunjukkan kepada kita, bahwa
perkawinan bukan didasarkan pada hawa nafsu semata. untuk jangka waktu

tertentu, tetapl tidak selamanya. Kelanggengan sebuah perkawinan merupakan

" Undang-Undang nomor | Tahun 1974




ciri-cirl ideal vang dikehendaki oleh agama dan perundang-undangan vang
berlaku, termasuk oleh setiap manusia,

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan vang sangal
dunginkan oleh islam. Akad nikah diadakean adalah untuk selamanya dan
scterusnya hingga meninggal dunia, agar suami istri bersama-sama dapat
mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, memkmati naungan kasih sayang
dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik.

Dalam hukum islam, perkawinan adalah pernikahan yaitu aqa& yang
sangat kuat atau miitsaaqon-gholiidhan® — perjanjian yang kokoh — untuk
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah’. Dengan
tuuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga vang sakinah mawaddah dan
warohmah”,

Oleh karema itu akad pernikahan merupakan bentuk ibadah vang
berdimensi Hablum min Allah dan Hablum min al-Nas. perjanjian yang sakral
(suct) antara seorang wanita dengan seorang pria untuk membentuk keluarga
sakinah mawadah warohmah, dunia sampai akhirat. Sekaligus sebagai bukti
hahwa akad pernikahan adalah akad yang berbeda dengan akad-akad lainnva.

Tujuan pernikahan tersebut merupakan idaman dan dambaan setiap insan

untuk menggapainya. Tinda rumah tangga vang tidak inggin bahagia. Hal ini

* Q5 An Nisa Avat 21
' Depag R1KHI Pasal 2
* Depag Rl Ibid



terbuktl banyaknva ungkapan vang sering kita dengar seperti “Bain Jannati™
Namun tidaklah mudah untuk mewujudkan wjuan permkahan terscbut seperti
vang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Banyak rumah tangea yang gagal
untuk memperolch tujuan pernikahan tersebut, karena disebabkan berbagai faktor
vang mempengaruhinya, seperti faktor psikologis, biologis, ekonomis bahkan
juga agamis.

Untuk mewujudkan tujuan pernikahan. memang dibutuhkan kematangan
dari berbagai faktor diatas serta pengendalian din sifat saling mengakui adanva
kelemahan dan kelebihan antara satu pihak dengan pihak vang lain,

Manakala pasangan suami istri mampu mewujudkan jalinan kasih sayang
dan kedamaian dalam rumah tangganya, maka kemungkinan besar pasangan
tersebut secara kooperatif akan mampu menunaikan misi perkawinan berikutnya,
vaitu melahirkan keturunan (anak) vang tangguh dan berkualitas, tumbuh dan
berkembang menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa sebagai
mana yang diisyaratkan oleh firman Allah dalam surat Al-Furgaan avat 74 yang

artinya:

“Dan orang-orang yang berkata : Ya Tuhan kami, anugerahilah kepada
kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai buah hati belahan
jantung (qurrata a’yun) dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang
vang bertagwa.”™

Untuk menghasilkan generasi penerus vang tangguh dan berkualitas

wwrscbut diperlukan adanya usaha yang konsisten dan kontinue dari kedua orang

" Iaidst Nabi Muhaminad SAW vang artinys Rumabky adatah Surgaky



tua didalam melaksanakan tugas memelihara dan mendidik anak-anak baik lahir
maupun batin sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdin sendiri, dimana
tugas ini merupakan kewajiban kedua orang tua

Jika sebugh rumah tangga pagal mencapai tujuan pernikahan. maka islam
memberikan jalan alternatif terakhir yang harus ditempuh seseorang untuk keluar
dan persoalan diatas, yaitu dengan percerazan. Meskipun perceraian adalah suatu
vang tidak diinginkan oleh islam, bahkan termasuk sesuatu vang halal yang
dibenci oleh Allah, karena tidak sesuai dengan asas dan tujuan pernikahan,’

Islam sebagai agama rahmatan hl alamin, senantiasa memperhatikan
terhadap kebahagiaan dan kemaslahatan manusia di dunia. Segala persoalan tidak
pernah tidak disyanatkan oleh Islam yang bersumber dan Al-Qur'an dan Al-
Hadits, tidak terkecuali masalah perceratan,

Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 takun 1974 dan Pasal 113 Inpres No. |
Tahun 1991 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

a Kematian
b. Perceraian
c. Alas putusan pengadilan.
Putusnya perkawman karena kematian semata-mata bersifat natur

Schingga tidak akan menimbulkan masalah vang perlu di'peéahkan. Namun,

* Mimbar hukum hal 24, ibid

" Hadist Nabi Muhammad SAW, riwayat Abu Daud “Abghabul al Halal inda Allah ‘azza
waalla at Talaku artinva perkara hal yang sangat di benci Allah adalah talak (Sunan Abu Daud
juz | th 484)



masalah akan tampak pada alasan putusnva perkawinan karena perceraian dan
atas putusan pengadilan. Schab. ketentuan dalam pasal berikumva menvebutkan
bahwa perceraian hanya lerjadi dan dilakukan didepan sidang pengadilan. setelah
pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan setelah ditemukan
alasan atau alasan-alasan vang sah menurut hukum. Jadi, pihak vang
menghendaki perceraian mengajukan gugatan ke pengadilan dan apabila tidak
berhasil didamaikan gugatan diperiksa lalu dijatuhkan putusan. Imi berarti
putusnya perkawinan karena perceraian juga berdasarkan atas putusan
pengadilan, Maka vang demikian akan s&ma dan sehangun dengan putusnya
perkawinan karena atas putusan pengadilan. mereka tetap berkewajiban untuk
memelihara dan mendidik anak-anaknya.*

Bahkan sedzpat mungkin perceraian yang terjadi jangan sampai
memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak

vang akan datang, baik secara fisiologis maupun psikbl'ﬂgish

Suatu perceraian terjadi adalah akibat dari !cesah;han yang diperbuat
suami atau istrl atau kedua-duanya. Untuk itu, untuk memberikan per]indungﬁn
bagl kepentingan masa depan anak, maka salah satu hukumnya telah mengatur

mengenal masalah pengasuhan anak.

¥ Undang-Undang Nomor 1 Tabun 1971



Pengasuhan anuk atau dalam islam dikenal dengan istilah hadhanah
menurut  bahasa berarti mendekap. memeluk, mengasuh. atau merawat”
Sedangkan menurut istilah Hadhanah ialah pemeliharaan dan upava mendidik
rerhadap anak yang belum cakap mengurus dirinya sendiri dan melindungi anak
werebut dari segala sesuatu yang dapat membinasakan atau membahavakan
dirnya.

Dalam Hukum Islam Positif definisi hadhanah telah disebutkan, yaitu
kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atan mampu
berdin sendin. Defimsi tersebut terdapat dalam Pasal 1 hurof (¢) Kompilasi
Hukum [slam.

Dalam hukum perdata positif Indonesia ketentuan mengenai hadhanah
tidak hanya berlaku bayi warga negara Indonesia vang beragama islam. Akan
tetapi, berlaku juga bagi warga Indonesia yang non muslim. Hal ini scbagai mana
izlah diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, dimana Undang-undang terscbut merupakan ketentuan di bidang
perkawinan yang bersifat unifikatif, termasuk masalah hadhanah ( lex generalis).
Namun demikian, disamping ketentuan hukum tersebut, bagi WNI yang
Seragama islam telah ada pula ketentuan khusus mengenai masalah hadhanah,
vartu dalam Pasal 77 avat (3), Pasal 80, Pasal 98, Pasal 105 dan Pasal 156

Sompilasi Hukum Islam (sebagai lex spesialis).

* Al-Munawir, Ahmad Warson, Kamus Arab-Tndo Al Miatenwar, Pesantren, Al Munawir,
Yogiakarta, 1984, Hal 295



Berdasarkan pada pengertian di atas, hadhanah ni dilakukan sejak
scorang anak lahir hingpa dewasa atau berdiri sendini. Mengena pemjelasan
dewasa dan mampu berdiri sendin dapat di lihat dari ketentuan sebagai berikut:

Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

“Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pem,ah-

melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama

tidak di cabut kekuasaannya”.
Pasal 98 ayat { 1) Kompilasi Hukum Islam:

“Batas usia anak vang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun
sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun menial atau belum
belum pernah melangsungkan pemikahan.™

Berdasarkan ketentuan kedua pasal diatas, dapat disimpulkan hal-hal

sehagai berikut;
' Batas usia anak dewasa atau dapat berdiri sendiri adalah 21 tahun, sepanjang
anak tersebut tidak cecat fisik maupun mental atau belum pernah

melangsungkan perkawinan,
Apabila anak tersebut cacal fisik atau mental, maka kegiatan hadhanah

LR

mungkin saja dilakukan hingga anak tersebut berusia lebih dari 21 tahun,

lak

Apabila sebelum usia 21 tahun, si anak sudah menikah atau pernah menikah
lalu berceral, maka anak tersebut sudah dianggap dewasa atau mampu berdiri
sendint meskipun in conereto belum berusia 21 tahun.

Selanjutnya kaitannya dengan selama masa hadhanah, pertumbuhan si

anak mengalami dua fase/periode, vaitu:



! Periade sebelum mumayyie (sejak anak dilahirkan sejak mencapa usia 7
tahun). Pada masa ini, scorang anak belum bisa membedakan antara vang

bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinva.

Periode mumayyiz (sejak anak berusia 7 tahun sampai mencapal usia 15

[

iahun). Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu
membedakan antara vang bermanfaat dan yang herbahava bagi dirinya.
Berbeda halnya dengan Hukum Positif (KHI), mengenai periode
pertumbuhan anak digunakan istilah “belum mumayyiz”, vaitu scjak anak lahir
sampai menjelang usia 12 tahun dan istilah “sudah mumayyiz”, yaita dimulai
sejak anak berusia 12 tahun sampai 21 tahun atau menjelang usia dewasa,'”
Dalam perceraian yang dilakukan oleh orang tua, anak pasti vang menjadi
Lorban. Anak akan bingung menentukan akan ikut siapa. Terlebih lagi anak vang
masih dibawah umur. Anak vang belum mumayyiz biasanya hak asuhnya jatuh
pada ibunya. Namun, dalam prakteknya terkadang anak yang belum mumayyiz
hak asuhnya jatuh ketangan ayahnya dengan bebarapa alasan.
Berdasarkan uraian diatas perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap
persoalan yang sangat urgen. Sehingga penulis mengangkat sebuah judul skripsi
~Hak Asuh Anak Yang Masih Dibawah Umur Akibat Perceraian Orang Tua Di

unjau Dan Hukum Islam™

" Pasal 98 Ayat | dan Basal 105 KHI



8. Permasalahan
Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan
masalah vang akan dikaji sebagai berikut:

! Bagmimanakah ketentuan hak asuh anak vang masih dibawah umur akibat '
perceraian orang tua ditinjau dari hukum Islam?

2 Bagaimanakah proses pemeriksanaan penentuan hak asuh anak sera
bagaimana proses pelaksanaan putusan pengadilan terhadap hak asuh anak
vang masih dibawah umur akibat perceraian orang tua?

L. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang diketengahkan diatas, maka tujuan dari
penelittan in adalah:

! Untuk mengerahui ketentuan hak asuh anak yang masih dibawah umur akibat
perceraian orang tua ditinjau dan hukum lslam.

2 Untuk mengetahui proses pemeriksanaan penentuan hak asuh anak serta
proses pelaksanaan putusan pengadilan terhadap hak asuh anak yang masih
dibawah umur akibat perceraian orang tua.

B Manfat Penelitian
1. Secara Akademis / Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

Sag pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perdata islam

tentang hak asuh anak yang masih dibawah umur akibat perceraian orang tua

2 Secara Praktis




Hasil penelitian im diharapkan memberikan sumbangan pemikiran vang
“epat digunakan oleh alat-alat pencgak hukum dan pihak-pihak lain yang
Serhubungan dengan penyelesaian Kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asuh
2nak dibawah umur akibal perceraian,

Metode Penelitian

1 Metode Pendekatan

Yang digunakan penulis dalam mengadakan penelitian  guna
mengumpulkan data yang akan dianalisa, yaitu melalui penelitian yuridis
sormanf, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan
susiaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian hukum
Sepustzkaan. Dalam penelitian imi akan dikaji mengenai hak asuh anak yang
masih dibawah umur akibat perceraian orang tua baik melalui dokirin maupun
dan buku,
= Sepesifikasi Penelitian

Penelitan 1m  bersifat  deskriptif analisis, deskriptif adalah untuk
memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala
‘wnnya Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat
membantu  memperkuat teori-teori  baru  Jadi, deskriptif aralitis disini
mempunyal tujuan untuk melukiskan atau menggambarkan aspek-aspek yuridis,
1. Sumber dan Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penulisan ini adalah data sekunder vang

Serupa norma-norma hukum, doktrin yang terdini dari bahan hukum primer.
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Sahan-bahan sekunder. maupun bahan-bahan tersier. vang di}adﬂcm sebagai
‘andasan teori bagi penulis,

Bahan-bahan primer berupa norma-norma hukum yang berupa:

& Al-Qur'an

B Hadist

¢ Dalil-dalil

& Peraturan perundang-undangan vang berupa: peraturan pemerintah, perda.

Bahan-Bahan sekunder diantaranya = Buku-buku pustaka, jurnal.

Bahan hukum tersier diantaranya | Kamus hukum, ensiklopedi.
2 Metode Pengumpulan Data
Penelitian imi lebih bersifat penelitian hukum normatif, oleh karena itu
Sslam penelitian ini lebih menitik-beratkan pada penelitian data sekunder yaitu
“u2 yang diperoleh melalm studi kepustakaan yang berhubungan dengan obyek
“en permasalahan yang akan diteliti. Penulis berusaha mﬂngu-mplﬂka-n. data-data
penclitian dengan jalan menelusuri dan menelaah dari berbagai literatur yang
Serkaitan dengan permasalahan dan topik yang dibahas dalam skripsi ini.
3 Analisa data
Untuk menganalisis data dipergunakan analisis kualitatil. Penelitian yang
&akukan bertujuan untuk menggambarkan (mendeskripsikan) mengenai hak asuh
wmek (hadhanah) yang masih dibawah umur akibat perceraian orang tua ditinjau

e hukum Islam - Pendekatan ini dirasa perlu. karena persoalan hak asuh anak
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(Hadhanah) adalah persoalan hukum, sekaligus untuk mempertajam terhadap
analisisnya,
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